
GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
I\iOiviOR i9 TAiiUi{ 2C'i4

TENTANG

PEIVDELEGASIAN WEWENANG ATAU PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK DAN ATAS NAMA
GUBER],{UR SUVIATERA UTAR{ iViEI'{ANDATAi'iGAi-{i I''{ASI(AH DINAS PADA
BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERII\TAH PROVINSI SUMATER}'
UTARA

Menimbang

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 32 Peratrrran Pemerintah
Nomor 9 Ta-hr,r-n 2OO-q tenta-ng Wewena-n-g Penga-ngk-a-tan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
dinyatakan bahwa pendelegasian wewenang atau
pembe;:iai: ki-iasa uni-uik pengaiigkatart, pemindahart,
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan
Pemerintah ini ditetapkan dengan Keputusan Pejabat
Pembina Kepegarvaian Pusat atau Pejabat Pembi-na
Kepegawaian Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, periu ditetapkan Peratrrran
Gr:bernr:-r tentang Pendelegasian Wewenang Atalt
Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara Untuk Dan Atas Nama Gubernur
Suirraiei-a Utai-a iv{eirar:riatangani i.iaskah Diiras Pada

Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (L,embaran Negara Republik indonesia Tahun 1956
Nomor 64, TamLrahan Lembaran Negara RepuLrlik
Indonesia Nomor 11O3) ;

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2OO4 tentang
Pemerrntahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua
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atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
D^*^-:-+^L ^* T\^ ^-^L lT ^-L^-^^ 1\T^^^-^ D^-. "1^1:1,

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSaal ;

3. Undang-Undaag Nomor 5 Tahun 2AV tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5a9a);

Peraturan Pemerintah Nomor 2t Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara

,-t r?1 y,,1 - ---:_ h_t----- rnFn ir------- -n\-"r(eituDlrK lrruolre$la iarlull LYJV r\Llrrlor .lYJ;

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2OOO tentang
iormasi Pegawai l"legeri Sipii ii.embaran l{egara Repubiik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah ili-omor 54
Tahun 2OO3 tentang Perubahan Atas Peratrrran
Pemerinta-h Nomor 97 Ta,hr-rn 2000 tenta-ng Forma,si
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 122, Tambahan Lembaran
tr--_ -1_1:1-y--.J^--^-j^ t\T^------ r/)/)-\\.
r'{rjgi41 a r\cpLr url}t t rrLrullc:ila 1\uIItur +JJz } 7

Peraturan Pemerintah Nomor 1OO Tahun 2O00 tentang

'-engangkatan Pega'.vai Ncgeri Sipii ciaiarn Jabatan
Struktural {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO0 Nomor L97, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
incionesia Nomor 4018i sebagaimana telah diubah ciengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2AO2 tentang
Pen:bahan Atas Peratr-rran Pemerintah Nomor LOO Tahun
2OOO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
6 . 1 .-'--- nnn^ rr-,---,- 44 d----1--1---- T ----!---=-,- it---- '--i ailuli zuuz i\(--rirroi= .j.j, i ar-Il i-ranart LcIrl l,.ta!'ari ll\icga{"?i

Republik Indonesia Nomor a9al;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2O00 tentang
Penciiciikan cian Pciatihan Jabatan Pega'wai Negeri Sipii
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a109);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2AO2 tentang
Kenaikan Pangkat Pega.wai i'{egeri [Lernbaran l.legara
Republik Indonesia Tahun 2OA2 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aL93\;

9. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2OO3 tentang
\l/erxreneno Penonncrknfen- ---D*-^a>* Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan
Lenrirai=an Negara- Repubiik irrciciresia i'iuirroi: 4263i
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2OAg tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah i'{cmor I Tahun 2003 tentang Wervenang
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Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
I\T^*^*: O:^:t /T ^*1-^-^* l\T^^^-^ D^*,,LI.:1- T.^l^*^^:^ 'T^t^,,*rtgSgr r Jtytr tLCttrudldll trg6d,rd l\r-puulrA rrrrlurruJld r dlrulr

2OO9 Nomor 16a|;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan aatara Pemerin*"ah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahuil '2AO7 l{orncr 8'2, Tambahan Lembai'an i\iegara
Republik Indonesia Nomor a7371

Peraturan Pemerintah Nomor +1. Tahun 2()OT tentang
Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia- Tahun 2OO7 Nomor' 89, Tambahan L.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7aIl;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
rJrsiyriir t LEld-wd-i iruSlil' \)iPrr tLuririjd.r4l.i i\\-t;<.i"rd- l\LPLlljiri\

indonesia Tahun 2?rc Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang
Penga-daa-n Pegavrai Negen Sipil (I-.emba.ran Negara-
Republik Indonesia Tahun 2A13 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Petunjuk Teknis
Peiaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2008 tentang
Organisasi da-n Ta-ta- Ke4a Lernbaga- Teknis Da-era-h
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
T)-^,-:-^.: Cr---^1^-^ TTr^-^ NT^-^-. a\\.,t-t {J v tltrir D Ll-rr,ral-lEr aa lJ Lar a 1\ urrlur :7, ,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG ATAU PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK DAN
ATAS NAMA GUBERNUR SUMATERA UTARA
MENANDATANGA.NI NASKAH DINAS PADA BIDANG
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA.

15.

Menetapkan
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d. Surat Usul lzin ke Luar Negeri kecuali Wakil Gubernur dan Sekretaris
T-\^ ^*^ LJJ(1YI.1LL.

e. Surat lzin meninggalkan tugas bagi PNS yang menduduki Jabatan Eselon
tttt.

f. Surat Keputusan Pemberhentian Sementara bagi PNS golongan IV la ke
L^---^ LiiiiVv iiii.

g. Surat Keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
senciirr sebagai PNS ci.an atau pemberhentian i.idak ciengan hormat se bagai
PNS golongan IV /a ke bawah.

h. SK lzin Perceraian bagi PNS goiongan III/d ke bawah.

i. Surat Keputusan Pemberhentian sebagai CPNS karena tidak memenuhi
qrr4:r'.f r rnir rir Aiqna'>at mpniarii FirTQ,rrrvr ^J 

qui

j. Surat Izin Cuti Tahunan bagi Pejabat Struktural Eselon II dan Cuti Besar,
r+' .+i Q-'i--i+r*-ijli.JA.K.LL, UL[tl Cll lua1" 'laa='.r.-tr:r1(t':rn l\j.A(tara Oagi PtiS Stal Goiongan iVlC
ke atas.

k. Surat Keputusan pemberian tugas belajar.

1. Surat Keputusan pengangkatan, kenaikan, pembebasan sementara dan
pemberhentian dalam Jabatan Fungsional.

m. Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan
Struktural Eselon IV.

n. Surat Persetujuan/Lolos butuh perpindahan PNS ke SKPD di lingkungan
--! -- r - 1^ n,- - --: -- -.:TCIIICi lII LAII TI'UVIIISI 

"

o. Surat Keputusan penetapan hasil seleksi/penyaringan, penetapan
keiuiusan caion Peserta Dikiat.

p. Surat Keputusan penetapan hasil ujian kenaikan pangkat PNS di
iin oL-: -ln c4n Fpmarinfnh Frn-rin cirilrE;rauili;Ali i LtilLiiiiLGir I tUvIiIoL

q. Surat Keputusan pindah tugas dari instansiflembaga provinsi lain dan
i-^'r-'.^^t-n ii-nia ;; D*^";--; Qrrmnra*a i T+^-^ i-o iinni.r lnff^n D^*-*i-+n"r.irq-ULIYALUIT/ AULA Ui i IUVIIIJI UUIIIaLUiA ULAIA frL iiii5AUiiSqii i UiiiuiiiiLGii

Prcvinsi.

Pasal 3

Pejabat Pembina Kepegar,vaian Daerah mendelegasikan sebagian rvewenangnya
kepada Asisten Administrasi Umum dan Aset Sekdaprovsu untuk atas nama
Gubernur menanciatangani Naskah Dinas iainnya pada Biciang Kepegawaian
sepanjang mengenai Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, Cuti Bersalin
ba-gi PNS Staf di lingkunga-n Sekretariat Daerah Prqrvinsi Sr-r-matera l-Itara,
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Pasal 4

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mendelegasikan sebagian wewenangnya
kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk
menandatangani Naskah Dinas pada bidang kepega-nvaian daerah Provinsi
Sumatera Utara sebagai berikut:

a. Surat Laporan hasii peneiitian atau penyeiesaian kasuslmasaiah
kepegawaian yang dianggap prinsipil ke instansi pusat.

b. Surat Usul Kenaikan Pangkat bagi PNS Golongan IIIIa sampai dengan
Golongan IV /b.

c. Surat Usul Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian bagi PNS
Golongan IV/b ke bawah.

d. Surat Pengantar dan Surat Pernyataan Lolos butuh perpindahan PNS dari
Pemerintah Provinsi.

e. Surat Usul Pemberhentian karena mencapai Batas Usia Pensiun PNS dan
.Ia.ncl-a-/Dr-rc1.a- PNS Golonga-n IVlb ke ba-w.a-h.

f. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS Golongan IY la ke atas di lingkungan
T\---- ^--i-- r^ t^ n--.--:-- -:!.SIITC! IItLAti TI UVtIISl,

g. Surat Izin Cuti Tahunan PNS bagi Pejabat Struktural Eselon III dan IV di
lir:igkungan Pemerin*'ah Provsu ian PNS Stat Uciongan IIIIa kc aias
diltingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.

h. Surat izin Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti ciiiuar -ianggungan Negara PNS bagi
Pejabat Struktural Eselon III, IV dan PNS Staf Golongan IV/b ke bawah.

i. Surat lzin Cuti alasan penting, Cuti Bersalin bagi PNS dilingkungan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.

j. Surat Penjelasan atau Petunjuk atas suatu masalah Kepegawaian kepada
Instansi/ SKPD dilingkungan Pemerintah Provsu dan Pemerintah
F-abupateni I'icta se Sumatera U",an'a yang sifatnya bukan kebijakan.

k. Surat meminta atau memberikan penjelasan kepada Pengadilan,
-i{e-^!i.io- rinn Tnctanai.ioin }rer'Lrpnoon r:ipnoan macaia'kt i)iriS rr^nd

^ 4rv

tersangkut dalam tindak pidana / perdata.

i. Surat Pernyataan masih menduciuki Jabatan Eselon i dan Eselon II.

m. Surat Keterangan uraian tugas untuk kelengkapan berkas usul kenaikan
pangkat.

n. Surat Persetujuan/ Lolos butuh perpindahan PNS ke Kabupaten/Kota di
i:^^i^ T3^^^*i^+^'!- If-^.";*^:rlrrE;f\LirrE;ail i u1iiLLIiiLd-Il t Iuvlliitl.

o. Surat Pengantar penyampaian keberatan PNS yang dijatuhi hukuman
i;^;*ii- i-^*^;^ T'--+^*-; 

-1 
16^rL{t Dl}ji1i I r:r- ija'rir1. Il I J Lq"t i Jr P u Jc L.

p. Surat meminta penjelasan dan petunjuk tentang kegiatan Pendidikan dan
Iloioti'rr on 'LonoAo Tncl-anci nrrcofr ulaLrr^4rt 

^rv}Juu4 
rrruLqrrul lJqDqL.
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q. Surat pengantar penyampaian Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS
G'ciongan IVla ke atas kepai.a Insiansi pusat, Instansi./SK;-D Pemerintah
Provsu dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

r. Sttrat pengantar pengiriman Daftar Peniiaian Pelaksanaan Pekedaan {DP-
3i PAIS Golongan trltrta ke afas dan mendudulki Jabatan Struktural EseJon
III kepada Instansi F;sat.

s. Sitrrat T'anda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat.

t. Surat Pengantar laporan Mutasi Kepegawaian kepada Instansi Pusat.

u. Surat Pengantar penyampaian berkas pada Instansi Pusat.

v. Surrat Susulan dari surat-surat yang ditanda tangani oleh Gubernur
Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Provsu di Bidang Kepegawaian.

w'. Suu"af mer.n.infa penjeJasan atau pefunjuk kepada Insfansi Pusaf rnengenar
m asalah kepegarrraian.

x. Salinan dan Petikan Surat Keputusan pengangkatan menjadi CPNS.

y. Salinan dan Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS Golongan
IY'/a ke atas.

z. Serlinan dan Petikan Surat Keputusan pemberhentian sebagai PNS karena
sebagai tenaga kelebihan, tidak cakap jasmani dan rohani dan lain-lain
bagi PNS Goiongan IV la ke atas.

aa. Sellinan dan Petikan Surat Keputusan pemberhentian sebagai CPNS dan
PirPK karena tid.at memenuhi syarat untuk diangkat menjacii Pill-S cian
PPPK.

bb. Sa"linan dan Petikan Surat Keputusan pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Strukturai cian Fungsicnai sepanjang ciitancia tangani oieh
Gr,rbernur Sumatera Utara.

cc. Fclrmulir pertimbangan teknis Kenaikan Pangkat PNS bagi PNS Golongan
IV'lb ke bawah.

dd. Nota Persetujuan untuk pengangkatan CPNS.

ee. Surat usul permintaan persetqiuan izin cuti diluar tanggungan Negara.

if. Surat Usul Pensiun PNS dan iandal Duda Goiongan IV/b ke bawah.

gg. Strat Permintaan laporan kepegawaian kepada Instansi/SKPD
Peme:'intah Provinsi Sumatera Utara ian .-emerintah Kabupaten/Kcta se-
Sumatera Utara.

hh. Surrat Tugas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan di
Pror.insi Sumalera Utara.
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Pasal 5

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah memberi kuasa kepada Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sumalera lJtara untuk dan atas nama Gubernur
menandatangani iteputusan Gubernur pada bidang kepega'waian se bagai
berikut:

a. Surat Keputusan Sementara Kenaikan Pangkat Anumerta bagi PNS
Coiongan lt//b ke bawah.

b. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi PNS Golongan IIIId ke bawah.

c. Surat Keputusan Pindah antar SKPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/ Kota se - Sumatera Utara.

d. Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja.

e. Surat Keputusan pemberhentian karena atas permintaan sendiri bagi PNS
Golongan IIIId ke bawah.

f. Surat penetapan/ pengakhiran pemberian izir' belajar.

g. Surat Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS.

h. Perbaikan Naskah Surat Keputusan sepanjang yang ditanda tangani oleh
Gubernur/ Sekretaris Daerah.

i. Surat Keputrrsan pengakhiran trrgas belajar.

j. Surat Keputusan izin cuti diluar tanggungan Negara.

Pasai 6

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mendelegasikan wewenangnya kepada
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk dan atas
nama Kepaia Badan Kepegawaian Daerah untuk menandatangani naskah ciinas
cii bidang kepegawaian sebagai berikut:

a. Surat Pengantar penyampaian Surat Keputusan yang menyangkut Bidang
Kepegawaian.

b. Surat Pengantar Penyampaian Peraturan Kepegawaian.

c. Surat Susulan atas surat-surat yang ditanda tangani oieh Kepala Badan
-ri^^^^^,.,^i^- T-l^^*^'h -u-^*.i*^i {:,,*^+^-^ TT+^-^ i^- *^*',^^i-^- *rr*nai\L-iJ\-Ed.WO"rarr lJdl-uJ.l7"rt t ruviil.si J(ltlrd.LUrd. uL6trd. Lld._rr rrrLr (lPd..r\d.rr t-L16cto

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provsu.

d. Surat permintaan keiengkapan berkas sepanjang merlrpakan tugas-tugas
Sekretaris.

e. Surat pengambilan usul/berkas karena tidak memenuhi persyaratan yang
ditentukan sepanjang merllpakan tugas Sekretaris BKD.

f. Salinan Peraturan di Bidang Kepegawaian.
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g. Pengesahan Surat Pedalanan Dinas PNS yang bertugas ke Badan
l?ononn'--' i^n T-\^o-^1. Lr-^-,:-i: cl,,*^+^-^ TT+^*^

h. Legalisasi/Pengesahan Salinan atau Fotokopi Surat Keputusan Mutasi
Kepegar,vaian, Surat Tand,a Luius Penciidikan cian Latihan dan Surai
Tanda Luius Ujian Dinas.

i. Surat pengantar penyampaian Kartu lsterilKartu Suami dan Kartu
Pegal^rai.

j. Surat pengantar penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin
kc1:arja i iis tar rsiy' SKPD Pcirt cr'irrtair Pr't, rrir rsi,

Pasal 7

Pejabat Pernbina Kepegawaian Daerah mendelegasikan wewenangnya kepada
Kepala Bidang Mutasi atas nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sumatera Utara untuk menandatangani Naskah Dinas di Biciang Kepegawaian
sebagai berikut :

a. Surat usul persetujuan pengangkatan CPNS yang lebih dari 2 Tahun
menjadi PNS.

b. Surat pemberitahuan bahwa perpindahan PNS Kabupaten/Kota telah
disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota se-
Sr r.aa+a*n T i+^*^J Ll.1r.1d-L\.r a \J Ld-r d-.

c. Surat usul kenaikan pangkat bagi PNS Golongan Tlb sampai dengan
Goiongan llld.

d. Surat Susulan atau surat yang ditanda tangani oleh Kepala Badan
Kepegau'aian Daerah Provj.nsi Surnatera Utara ian merupalkan tugas
Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.

e. Surai permintaan keiengkapan berkas sepanjang merupakan tugas
Bidang Mutasi.

f. Surat Pengembalian usul / berkas yang tidak memenuhi persyaratan yang
ditentukan sepanjang tugas Bidang Mutasi.

g. Surat pengantar dan Daftar Nominatif pensiun Janda/Duda PNS.

h. Salinan dan Petikan Surat Keputusan kenaikan Pangkat PNS Golongan
tllld ke bawah.

i. Salinan dan Petikan Surat Keputusan pindah antar Instansi/SKPD
Pemerintah Provinsi cian Pemei'intah Kabupaten/i Kota se -Surnatera Utara
dan dari Instansi/Lembaga dan Kabupaten/Kota ke Provinsi Sumatera
Utara.

j. Salinan dan Petikan Surat Keputusan peninjauan masa kerja.

k. Salinan dan Petikan Surat Keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.
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Formulir pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat PNS Golongan III/d ke
L^--,^LLtawalt^

m. Pemberitahuan Kenaikan gaji berkala.

Pasal 8

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mendelegasikan wewenangnya kepada
Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pegawai untuk dan atas
nama Kepaia Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk
menandatangani Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian sebagai berikut :

a. Surat permintaan pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang pejabat
penilai dan atau atasan pejabat penilai adalah Sekretaris Daerah dan atau
Gui;cinur Sumaiera litai-a-.

Surat Pernyataan masih menduduki Jabatan Eselon III dan Eselon IV.

Surat Susulan atas surat yang Citandatangani oleh Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan merupakan tugas
Biciang Pengembangan dan Pemberciayaan Pegawai.

Surat permintaan kelengkapan berkas sepanjang merupakan tugas
Eiciang Pengembangan ian Pemberdayaan .-egae'ai.

Surat pengembalian usul/ berkas yang tidak memenuhi persyaratan yang
ditenrukan sepaqjang merupakan fi'tgas Eidang Pengembangan dan
Pemberdayaan Pegawai.

Saiinan cian Petikan Surat Keputusan pemberian cian pengakhiran rugas
belajar.

Salinan dan Petikan Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan
Struktural dan Fungsional sepanjang ditandatangani oleh Sekretaris
n- ^--^1-tlill..tatt-

Pasal 9

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mendelegasikan \,vewenangnya kepada
Kepala Bidang Pengadaan dan Pembinaan Kepegawaian untuk dan atas nama
Kepaia Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk
menandatangani Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian sebagai berikut:

a. Surat Laporan penyampaian Surat Keputusan hukuman disiplin kepada
Instansi Pusat.

b. Surat Susulan atau surat yang ditanda tangani oleh Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan merupakan tugas
t3iciang Pengaciaan dan Pembinaan tsrepeg?\4'aian.

Surat permintaan kelengkapan berkas sepanjang merupakan tugas
Biciang Pengadaan cian Pernbinaan Kepegar,vaian.

Surat balasan Iarrtaran I permohonan kerja

b.

c.

d.

e.

f.

ob'

c.

d.



b.

-t2-

Surat lzin Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting dan Cuti Bersalin bagi PNS
staf dilingkungannya yang didasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 800/ 1585//2002 tentang Pemberian Kuasa atau
Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Pemerintah Propinsi Sumatera Utara
Untuk Dan Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Menandatangani Surat
Keputusan Dan Naskah Dinas Lainnya Dibidang Kepegawaian Diiingkungan
Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara
Tahun 2OA2 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatan daiam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggai 24 April 2A14

GUBERNUR SUMATERA UTARA.

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pacia tan[gal 2& hWil ]a\4
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

NURDIN LUBIS
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